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Perlu Anggaran dan Fasilitas Memadai  

Dukung Kiprah Atlet Daerah Menuju Indonesia Emas 2045 
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Sudah saatnya potensi atlet-atlet daerah dikembangkan agar bisa menorehkan prestasi di 

kancah nasional, bahkan internasional. 

PENAJAM – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Abd Rahman 

Wahid menegaskan komitmennya dalam mendukung para atlet di PPU untuk terus 

mengembangkan potensi mereka dan berprestasi demi mencapai target Indonesia Emas 

2045. 

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menekankan pentingnya peran 

pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk mendukung para atlet lokal agar 

dapat berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. 

“Dalam mencapai Indonesia Emas, peran para atlet lokal sangat penting. Mereka adalah 

aset berharga yang harus kita dukung sepenuhnya. Kami di DPRD PPU sangat 

mendukung segala upaya untuk memajukan olahraga di daerah ini,” ujar Abd Rahman 

Wahid. 

Menurutnya, dukungan terhadap para atlet tidak hanya berupa moral tetapi juga dalam 

bentuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Fasilitas olahraga yang 

baik sangat penting untuk menunjang latihan dan persiapan para atlet. 

“Untuk mencapai prestasi yang tinggi, para atlet membutuhkan fasilitas latihan yang 

memadai. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa fasilitas olahraga yang ada di 

PPU dapat memenuhi kebutuhan para atlet kita,” ujarnya.  

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan. Pembinaan 

yang baik dan terstruktur sejak usia dini sangat diperlukan agar para atlet dapat 

berkembang dengan optimal. Abd Rahman menyarankan agar pemerintah daerah 
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bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah dan klub olahraga, 

untuk membina bakat-bakat muda. 

“Pembinaan yang berkelanjutan sangat penting. Kita harus mulai dari usia dini, 

melibatkan sekolah-sekolah dan klub-klub olahraga. Dengan demikian, kita bisa 

mencetak atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di kancah nasional dan 

internasional,” ucapnya.  

Abd Rahman Wahid juga menyoroti perlunya alokasi anggaran yang memadai untuk 

sektor olahraga. Menurutnya, investasi di bidang olahraga adalah investasi jangka 

panjang yang akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, termasuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. 

“Anggaran untuk olahraga harus memadai. Ini adalah investasi jangka panjang. Dengan 

anggaran yang cukup, kita bisa meningkatkan kualitas fasilitas, memberikan pelatihan 

yang lebih baik, dan mendukung para atlet kita dalam berbagai kompetisi,” tegasnya.  

Selain itu, ia berharap para atlet di PPU tidak hanya fokus pada satu cabang olahraga 

saja. Diversifikasi cabang olahraga yang digeluti oleh para atlet akan memberikan 

peluang lebih besar untuk meraih prestasi di berbagai ajang kompetisi. (ami/ind) 

 

Sumber berita:  
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Catatan: 

1. Dalam Pasal 73 Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan 

(UU 11/2022) antara lain diatur sebagai berikut: 

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas 

perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan 

prasarana olahraga.  

(2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, mengelola, 

dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta ruang terbuka 

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Dalam Pasal 75 UU 11/2022 antara lain diatur sebagai berikut: 

(1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.  

(2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran 

keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah.  


